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Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa
Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis)
dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia

menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S. Ar Rum, Ayat 21 )
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PEDOMAN LITERASI
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987
Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari
abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini
ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin
beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem
tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi
ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan
transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
i Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
Ba B Be
i d
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Ta T Te
Sa $ es (dengan titik di
atas)
Jim J Je
Ha h ha (dengan titik di
bawah)
Kha Kh ka dan ha
Dal d De
Zal z Zet (dengan titik
di atas)
Ra r er
Zai z zet
Sin S es
Syin sy es dan ye
Sad S es (dengan titik di
bawah)
Dad d de (dengan titik di

bawah)
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5 Ta te (dengan titik di
bawah)
5 Za z zet (dengan titik di
bawah)
‘ain koma terbalik (di
C atas)
i Gain g ge
J Fa ef
3 Qaf q ki
s Kaf k ka
J Lam el
. Mim m em
3 Nun n en
3 Wau w we
A Ha h ha
Hamzah apostrof

X




Ya

ye€

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia,
terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap

atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya
berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
- Fathah a a
Kasrah i i
s Dammah u u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya
berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap




Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
/CS Fathah dan ai adanu
- ya
%o Fathah dan au adanu
J wau
Contoh:
a. Cﬂ/g kataba
b. ji-; fa'ala
c. suila
d &5 kaifa
e. J}S- haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa
harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda
sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
/LS | Fathah dan alif a a dan garis di
atau ya atas
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& Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
g Dammah dan i u dan garis di
? wau atas
Contoh :
a. J 5 qala

b. &  rama
c. | qila
d. J}L yaqulu

D. Ta’Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat
fathah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang a/ serta bacaan
kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu
ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

° s

a. JUbYI i>3;  raudah al-atfal/raudahtul atfal
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b. o;;;i) i:-’;bﬂ‘ al-madinah al-munawwarah/al-madinatul

munawwarah

° oz

c. b talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda
tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

a. Jj; nazzala
b. % al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, yaitu J, namun dalam transliterasi ini kata

sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1”
diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
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Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun
gamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

a. J&)  arrajulu
b. (;Lﬂ\ al-qalamu
C. :f.ijiJ\ asy-syamsu

d. JY&1  al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun
hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

a. -L;t ta’khuzu
b. {&%  syai’un
c. 33l an-nau’u
inna

H. Penulisan Kata
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Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun
huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga
dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

a. Ol s 34 @ Z)ij Wa innallaha lahuwa
khair ar-raziqin/ Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

b LLLA 5 LIE Ml 2 Bismillahi majreha wa
mursaha

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital
tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam
EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya.

Contoh:

a. GJ&l &5 #adl Alhamdu  lillahi  rabbi  al-
‘alamin/Alhamdu lillahi rabbil “alamin
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c';’:jj‘ g?*jj\ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-
rahtm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya
berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
. ) 536 & Allaghu gafiirun rahim

b. G “’Y\ & Lillahi al-amru  jamT an/Lillahil-amru
jami an
Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam
bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
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ABSTRAK

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus
meningkat, salah satunya adalah cerai gugat dengan alasan
ekonomi. Cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan
ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban
ekonomi atau nafkah merupakan permasalahan kompleks yang
berkaitan dengan hukum keluarga dalam Islam. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum,
relevansi, dan penerapan cerai gugat dengan alasan ekonomi
sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dalam
perspektif hukum Islam

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini
menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research).
Sumber data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup kitab-
kitab fiqih, literatur hukum Islam kontemporer, Kompilasi Hukum
Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta kajian terhadap putusan
pengadilan agama terkait kasus cerai gugat dengan alasan
ekonomi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik
studi pustaka. Analisis data yang digunakan metode deskriptif
analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama sebab-
sebab terjadinya cerai gugat alasan ekonomi, yaitu keterbatasan
penghasilan, ketergantungan finansial istri pada suami, bermain
judi online, menggunakan tabungan bersama untuk memenuhi
kebutuhan pribadi, utang atas nama pasangan tanpa izin dan
membatasi atau melarang pasangan untuk bekerja. Kedua, dalam
perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah oleh suami merupakan
kewajiban yang bersifat mutlak. Ketidakmampuan atau kelalaian
suami dalam memenuhi kewajiban tersebut memberikan hak bagi
istri untuk mengajukan cerai gugat sebagai bentuk perlindungan
terhadap hak-haknya. Perlindungan bagi istri yang mengajukan
cerai gugat karena alasan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu
preventif dan represif.
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Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi
pengembangan kebijakan hukum Islam dalam konteks modern,
khususnya terkait perlindungan terhadap hak-hak istri dalam
perkawinan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi
pengadilan agama, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam
memahami dan menerapkan konsep cerai gugat dengan alasan
ekonomi secara lebih adil dan komprehensif.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Alasan Ekonomi, Nafkah,
Perlindungan Istri, Hukum Islam.
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ABSTRACT

Divorce is a social phenomenon that continues to increase,
one of which is contested divorce on economic grounds. Contested
divorce filed by the wife on the grounds of the husband's inability
or negligence in fulfilling economic obligations or maintenance is
a complex problem related to family law in Islam. This study aims
to analyse in depth the legal basis, relevance, and application of
divorce on economic grounds as a_form of protection for the rights
of wives in the perspective of Islamic law.

This research uses a normative juridical approach with a
qualitative descriptive analysis method. This research applies the
library research method. Data sources were obtained through a
literature study that included figh books, contemporary Islamic
legal literature, the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law,
as well as a study of religious court decisions related to cases of
contested divorce on economic grounds. The data collection
method used is the literature study technique. Data analysis used
descriptive analysis method.

The results of this study show that, first, the causes of
divorce for economic reasons, namely limited income, financial
dependence of the wife on the husband, playing online gambling,
using joint savings to meet personal needs, debt on behalf of the
spouse without permission and limiting or prohibiting the spouse
to work. Second, in the perspective of Islamic law, the fulfilment of
maintenance by the husband is an absolute obligation. The
inability or negligence of the husband in fulfilling this obligation
gives the wife the right to file for a divorce as a form of protection
of her rights. Protection for wives who file for divorce due to
economic reasons is divided into two, namely preventive and
repressive.

This research is expected to contribute to the development
of Islamic legal policy in the modern context, especially regarding
the protection of the rights of wives in marriage. The results are
expected to be a reference for vreligious courts, religious
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institutions, and the community in understanding and applying the
concept of divorce on economic grounds more fairly and

comprehensively.

Keywords : Divorce, Economic Reasons, Maintenance, Wife
Protection, Islamic Law.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara
seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera, baik secara
lahir maupun batin, berdasarkan ketentuan hukum, agama, dan
norma sosial yang berlaku. Perkawinan biasanya melibatkan
persetujuan kedua belah pihak serta diakui secara resmi oleh
hukum negara atau adat setempat.! Perkawinan menurut
hukum Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara
laki-laki dan perempuan, serta menetapkan hak dan kewajiban
masing-masing, untuk membentuk keluarga yang sakinah
(tentram), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang)
sesuai dengan tuntunan syariat Islam..? Tujuan perkawinan,
baik secara umum maupun menurut berbagai perspektif
(hukum, agama, dan sosial), adalah membentuk hubungan
yang sah dan harmonis antara seorang pria dan wanita untuk
mencapai kehidupan yang sejahtera.’

Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam
QS. An-Nur ayat 32:

P13 830 e Ghonbally 18 o631 15550y
Sl s i3 I

YUU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Pasal 1.

2 Perpustakaan Nasional RI, Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian
Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, 2011, Pasal 2.

3 RI, Pasal 3.
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Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian
diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari
hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha
luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Pandangan Islam, perkawinan bukan hanya urusan

keperdataan atau keluarga semata, melainkan juga merupakan
peristiwa agama karena dilakukan untuk memenuhi sunnah
Allah dan Nabi. Serta dilaksanakan sesuai dengan aturan dan
petunjuk syariat Islam. Setiap tahapannya, mulai dari
pemilihan pasangan, peminangan, perkawinan, hingga
interaksi sami dan istri dan kehidupan setelah menikah,
diharapkan sesuai dengan syariat Islam. Bahkan syariat nikah
ini merupakan salah satu dari empat garis penataan ajaran
fikih, yang mencakup rub al-‘ibadat, rub al-mu amalat,
rub al-mundakahat, dan rub al-jinayat.’

Keluarga yang terbentuk melalui pernikahan yang sah
adalah hubungan yang memiliki nilai spiritual dan religius,
dimana perkawinan dianggap suci dan dipertanggungjawabkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga adalah unit terkecil
dalam masyarakat dan dibentuk dengan harapan hubungan ini
akan bertahan selama bertahun-tahun. Idealnya, perceraian
terjadi hanya ketika salah satu pasangan meninggal dunia.
Namun pada kenyataannya, tidak semua pasangan suami istri
dapat membentuk keluarga yang harmonis.

4 Lathifah Munawaroh, Tafsir Ahkam : Implementasi Unity of Sciences
Pada Ayat-Ayat Perkawinan Dan Perceraian, ed. Ahmad Zubaeri, Cet. 1
(Semarang: CV Lawwana, 2023), him. 13.

5 Lathifah Munawaroh, Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi
Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra Nikah, Dan Kawin Misyar, Jilid 1
(Semarang: Mutiara Aksara, 2020), hlm. 7.



Terkadang, suami atau istri tidak bisa menjalankan
kewajibannya, atau terjadi konflik yang mengancam
keberlangsungan perkawinan. Dalam beberapa kasus, situasi
semacam ini masih dapat diselesaikan secara damai, sehingga
hubungan di antara keduanya dapat kembali harmonis. Namun,
ada kalanya perselisihan tersebut terus berlanjut dan tidak
dapat diperbaiki. Jika perkawinan seperti ini dipertahankan,
tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan
sejahtera sebagaimana diajarkan oleh agama sulit tercapai.
Bahkan, kondisi tersebut berpotensi memicu perpecahan di
antara keluarga besar kedua belah pihak.®

Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam
QS. Ar-Rum ayat 21:
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Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya
ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram
kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir.”’

Islam sangat membenci perceraian setiap upaya yang
meremehkan dan merusak hubungan perkawinan. Karena hal
tersebut menghancurkan keharmonisan dan menghilangkan
manfaat antara pasangan suami istri. Maka dari itu, jika antara

® Sumiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang

Perkawinan, Cetakan ke 2 (Yogyakarta: Liberti, 1986), him. 104.
" Ulva Hasdiana, “4! Qur’an Dan Terjemahannya,
Biochemistry 11, no. 1 (2018): hlm 585.

EH)
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suami dan istri terjadi konflik, alangkah baiknya itu
diselesaikan dengan cara yang baik supaya tidak berakhir
dengan perceraian. Islam menekankan pentingnya menjaga
hubungan perkawinan dan menyelesaikan perselisihan dengan
bijaksana dan penuh kesabaran.

Perceraian adalah salah satu tantangan di dalam
kehidupan rumah tangga, hal ini pun dapat terjadi dan
menimpa siapapun tanpa terkecuali. Menurut KBBI
perceraian merupakan berakhirnya hubungan pernikahan
antara suami dan istri®. Pada dasarnya ada dua macam
perceraian, yaitu dengan talak dan perceraian dengan gugatan.
Cerai gugat terjadi karena adanya suatu gugatan oleh salah
satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan
pengadilan.® Sedangkan dalam agama Islam, perceraian
dikenal dengan dua istilah yang berbeda, yaitu talak dan
khulu’. Dalam fikih, talak berarti melepaskan atau
meninggalkan. Jika seorang suami mengatakan “aku talak
kamu”, maka suami tersebut telah melepaskan atau
membebaskan istrinya.

Talak secara sederhana adalah putusnya hubungan
suami dan istri dengan ucapan talak atau dengan kata-kata
yang memiliki arti dan makna yang sama dengan talak.!!
Namun, menurut peraturan di Indonesia, talak suami baru
berlaku ketika Ikrar talak dilakukan di sidang Pengadilan
Agama. Hal ini didasarkan pada peraturan dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 115 yang menyatakan bahwa proses
perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang

8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Pusat Bahasa, 2008), hm. 296

9 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan
Agama UU No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 353.

10 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing,
2008), him. 2

11 Rusdiana, Kama, dan Aripin, Jaenal, Perbandingan Hukum Perdata,
(Jakarta: UIN Jakarta Press 2007), hlm. 29-30



Pengadilan Agama, baik itu talak maupun gugatan
perceraian.?

Selain istilah talak, dalam Islam juga dikenal dengan
istilah khulu’. Diantara ulama-ulama fikih, tidak ada yang
berseberangan dengan peraturan khulu® dalam Islam, baik
ketika khulu” itu diperbolehkan maupun dilaksanakan karena
ada alasan yang mendasarinya. Misalnya, suami memiliki
cacat fisik, berperilaku buruk atau tidak memenuhi
kewajibannya kepada istri, atau istri merasa takut melanggar
hukum karena tidak taat kepada suaminya.

Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan
sebelumnya, istri dapat memberikan tebusan atau iwad kepada
suami untuk dirinya sendiri, dengan perceraian yang disetujui
oleh suami.’® Mengenai suami yang menerima tebusan atau
iwad tersebut, hal ini merupakan keputusan yang adil dan juga
tepat. Karena sebelumnya suami telah memberikan mahar,
membiayai pernikahan, acara pernikahan, dan menafkahi istri.
Sedangkan  istri  kemudian = membalasnya  dengan
ketidaksetiaan dan meminta cerai. Hal ini sesuai dengan
firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 229
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12 Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, (Bandung: Citra Umbara, 2012),
hlm. 357

13 Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, and Edi Susilo, “Implikasi
Hukum Khulu’ Menurut Empat Madzhab Figh,” El-1zdiwaj: Indonesian Journal of
Civil and Islamic Family Law 3, no. 2 (2022): 19-38.



Artinya : “Talak (vang dapat divujuk) itu dua kali.
(Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang
patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak
halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami
dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas
ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya
tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah,
maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus)
diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-
batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya.
Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka
itulah orang-orang zalim.”**

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk

mengajukan gugatan perceraian antara lain :

a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, menjadi
pemabuk, pengguna narkoba, penjudi, atau perilaku buruk
lainnya yang sulit disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua
tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau di luar
kendalinya.

c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima
tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan
berat yang membahayakan pasangan.

e. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang
mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan
kewajibannya sebagai suami atau istri.

f. Terdapat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di
antara suami istri, sehingga tidak ada lagi harapan untuk
hidup rukun dalam rumah tangga.

4 LAINAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN BALITBANG
DIKLAT KEMENAG RI, A Qur’an Dan Terjemahannya.



g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan
terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.'®

Perkara cerai gugat merujuk pada permintaan seorang
istri kepada suaminya untuk mengakhiri ikatan perkawinan,
yang biasanya disertai kompensasi (‘iwad) berupa uang atau
barang dari pihak istri sebagau balasan atas talak yang
dijatuhkan suami. Mekanisme ini memberikan hak yang
setara kepada perempuan untuk mengakhiri perkawinan yang
dianggap tidak lagi membawa manfaat atau kemaslahatan.
Hal ini juga menegaskan bahwa istri memiliki hak yang sama
dengan suami dalam mengambil keputusan untuk mengakhiri
hubungan pernikahan. Dengan kata lain, dalam situasi tertentu
di mana istri merasa sangat menderita akibat perlakuan suami,
ia berhak menuntut perceraian dengan memberikan
kompensasi sebagai syarat berakhirnya pernikahan.'®

Perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan
cerai sering kali dipicu oleh ketidakmampuan suami untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau karena alasan
ekonomi seperti makanan, pembayaran biaya sekolah anak,
hingga tanggungan biaya kesehatan atau kebutuhan rumah
tangga lainnya. Situasi ini semakin diperburuk oleh kenaikan
biaya hidup yang signifikan, sementara penghasikan suami
tidak hanya rendah tetapi juga tidak konsisten.
Ketidakseimbangan ini menciptakan tekanan ekonomi yang
berat, sehingga memicu konflik dalam rumah tangga.
Akibatnya, persoalan kecil, seperti keterlambatan memenuhi

15 RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan
Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Pasal
116.

16 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Cetakan ke 1 (Bandung:
Pustaka Setia, 2000), him. 172.



kebutuhan mendesak dapat berkembang menjadi konflik
besar yang mengancam keharmonisan rumah tangga.
Sebagimana pepatah menyatakan bahwa kalau sudah
berbicara persoalan perut, apapun bisa dipersoalkan.!’

Perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi
sering kali terjadi karena suami tidak bertanggung jawab
dalam memenuhi kebutuhan keluarganya atau kurang
berusaha untuk menjalankan kewajibannya. Namun, dalam
beberapa kasus, meskipun suami telah berusaha memenuhi
nafkah, konflik tetap muncul karena istri memiliki gaya hidup
mewah yang menuntut nafkah di luar kemampuan suami.
Ketidaksesuaian ini sering berujung pada pengajuan cerai oleh
istri. Selain itu, respons istri terhadap situasi ekonomi
keluarga bervariasi, ada yang bersikap sabar dan tetap setia
mendampingi suami, tetapi ada pula yang tidak sabar dan
akhirnya mengajukan cerai gugat melalui Pengadilan
Agama.'®

Permasalahan terkait nafkah sering kali menjadi
pemicu konflik dalam keluarga yang berujung pada
perceraian. Salah satu isu utama dalam hubungan suami istri
adalah ketidakseimbangan ekonomi, yang sering dianggap
sebagai masalah serius oleh sebagian besar pasangan.
Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah

17 Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, Mengungkap Fenomena
Cerai Gugat Di Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020)., hlm.
79.

18 Muhammad Habib, “Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 B Stabat Tahun 2019),” Jurnal
Bimbingan Dan Konseling Keluarga, Vol. 1, no. 2 (2020), him. 253.



lahiriah keluarga menjadi salah satu alasan yang signifikan di
balik terjadinya perceraian dalam rumah tangga.'®

Salah satu tantangan utama dalam hubungan suami
istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Di
era saat ini, masalah tersebut dianggap sebagai masalah serius.
Ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah
tangga secara ckonomi, menggunakan tabungan bersama
untuk kepentingan pribadi, berhutang atas nama istri tanpa
sepengetahuannya, dan menggunakan penghasilan untuk
kesenangan sendiri. Istri seringkali mencari alternatif dengan
bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi
keluarga. Namun, situasi ini dapat menimbulkan masalah
baru apabila penghasilan istri lebih besar dibandingkan
penghasilan suami. ketimpangan ini sering kali menjadi
sumber konflik dalam rumah tangga dan dapat mempengaruhi
keharmonisan dalam rumah tangga.?°

Cerai gugat dengan alasan ekonomi merupakan
fenomena perceraian yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi
di dalam rumah tangga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil
dapat menjadi pemicu utama perceraian, terutama di daerah-
daerah Indonesia yang masih menghadapi tantangan
peningkatan kesejahteraan. Faktor ekonomi seringkali
menjadi hambatan dalam menjaga keharmonisan keluarga,
dan kebutuhan akan dukungan finansial dapat memicu konflik
dalam hubungan rumah tangga. Seperti yang dialami oleh
Muzayyidah, ia dianiaya oleh suaminya sendiri yaitu Ahmad

19 Sakirah, “Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian Di
Pengadilan Agama Pangkajene Kelas 1B (Studi Kasus Tahun 2021),” Jurnal
Hukum Al-Fuadiy (Hukum Keluarga Islam) Vol. 5, no. 1 (2023), hlm. 19.

2 Husin Anang Kabalmay, “Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya
Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon),”
Jurnal Tahkim Vol. X1, no. 1 (2015), him. 48-49.
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Syahrofi dikarenakan pelaku mengaku kesal karena sering
diomeli korban gara-gara usahanya yang merugi akibat
pandemi.?

Kasus cerai gugat yang dipicu oleh alasan ekonomi
kerap terjadi di dalam ikatan perkawinan. Sebagian besar
proses pengajuan perceraian karena persoalan ekonomi itu
dilakukan oleh perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) perceraian yang disebabkan karena faktor
ckonomi, yakni 108.488 kasus.?? Banyak istri yang
mengajukan gugat cerai karena suami tidak bekerja atau
enggan bekerja. Situasi ini memunculkan ketidakpuasan yang
dalam bagi istri, terutama di kehidupan sehari-hari dan
kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Bahkan ada suami yang
berhutang tanpa musyawaroh terlebih dahulu yang
mengakibatkan penderitaan bagi istri dan anak-anak.

Sebagai contoh yang dialami oleh pasangan dengan
nama ibu Melati dan bapak Musa dimana ibu Melati
mengaktualisasikan dirinya sebagai pengusaha salon dan
catering, dimana modal usaha tersebut murni milik ibu
Melati, sedangkan suaminya hanya pengangguran dan tidak
mau bekerja. Suami ibu Melati sering berhutang tanpa adanya
musyawarah terlebih dahulu, bahkan pelanggan salon dan
catering tidak mau membayar jasa ibu Melati dikarenakan itu
sebagai pelunas hurang-hutang suaminya.?

21 Kompas TV Jember, Suami Aniaya Istri Hingga Terluka, Kekerasan
Dipicu Ekonomi Keluarga (2021). Diakses pada tanggal 13/06/2024 pukul 00.01

22 Monavia Ayu Rizaty, “Data Jumlah Kasus Perceraian Di Indonesia
Hingga 2023,” Data Indonesia.id, 2024, https://dataindonesia.id/varia/detail/data-
jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023.

2 Husnul Khotimah, “Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi
Rendah ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 4 )” 120 (n.d.):
196-211.
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Pengajuan cerai gugat karena alasan ekonomi itu ada
berbagai macam. Salah satunya adalah karena judi. Seperti
yang dialami oleh Wike (nama samaran) suaminya kecanduan
bermain judi online atau slot yang dikenalkan oleh temannya.
Suaminya tidak hanya menghabiskan uang simpanan pribadi,
tapi juga berani mengembat uang perusahaan tempatnya
bekerja. Bahkan, saat uang tersebut sudah habis, suaminya
memaksa Wike untuk melakukan jasa pinjaman online.
Karena judi online tersebut untang nya menumpuk dan
suaminya dilaporkan polisi karena membawa kabur uang
perusahaan.?*

Pengadilan Agama juga mencatat bahwa alasan
ekonomi seringkali menjadi penyebab perceraian. Sebagai
contoh, di Pengadilan Agama kelas 1b Lubuklinggau, kasus
perceraian yang diajukan karena cemburu dan ekonomi
mencapai 54 kasus atau sekitar 2,82% dari total kasus
perceraian.® Alasan ekonomi ini dapat mempengaruhi
dinamika hubungan suami istri. Terutama dalam hal
pengambilan keputusan finansial dan kontrol atas ekonomi
keluarga.

Cerai gugat merupakan salah satu mekanisme hukum
yang diatur dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI),
yang memberikan hak kepada istri atau kuasanya untuk
mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
Ketentuan ini mencerminkan upaya hukum untuk
memberikan perlindungan kepada istri yang merasa tidak

24 Ahmad Thovan Sugandi, “Cerai-Berai Karena Judi Online,”
Detik.com, 2024, https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240619/Cerai-
berai-karena-Judi-Online/. Diakses pada tanggal 28-06-2024 pukul 01.56.

%5 Muhammad Sholeh, “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia:
Faktor Penyebab Khulu’ Dan Akibatnya,” Qonuni: Jurnal Hukum Dan
Pengkajian Islam 1, no. 01 (2021): 29-40.



12

mendapatkan keadilan dalam rumah tangga, terutama dalam
hal mencukupi nafkah. Dalam konteks ini, ketidakadilan
suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala
keluarga, termasuk tanggung jawab nafkah menjadi salah satu
alasan yang sah untuk mengajukan cerai gugat.?

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang
menjadi inti dari ajaran Islam. Dalam Islam, setiap individu
memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil,
terutama dalam hubungan suami istri. Ketika salah satu pihak,
dalam hal ini suami gagal menjalankan kewajibannya, maka
istri memiliki hak untuk melindungi dirinya dari ketidakadilan
tersebut melalui jalur hukum. Dengan demikian, hukum Islam
memberikan ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan
haknya dalam pernikahan.

Pengaturan mengenai cerai gugat dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) mencerminkan keselarasan hukum
positif di Indonesia dengan nilai-nilai universal Islam yang
menekankan pentingnya keadilan. Melalui mekanisme ini,
istri tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga
diberikan kesempatan untuk mengakhiri pernikahan yang
tidak lagi mendatangkan kebaikan. Aturan ini bertujuan agar
setiap individu dalam pernikahan menyadari hubungan
pernikahan harus dibangun di atas prinsip keadilan dan
tanggung jawab, sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat
terjamin. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan perceraian
sebagai jalan terakhir yang lebih membawa maslahat
dibandingkan mempertahankan ikatan pernikahan yang tidak
sehat. Dengan adanya mekanisme cerai gugat, diharapkan

% RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan
Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Pasal
132.
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hak-hak perempuan dapat dilindungi secara maksimal, sesuai
dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia.?’

Dengan menganailis perspektif hukum Islam,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
signifikan dalam meningkatkan perlindungan bagi istri yang
mengajukan cerai gugat karena alasan ekonomi dalam
perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting
untuk diteliti adapun alasannya sebagai berikut :

1. Sebagai suami kewajibannya adalah memberikan nafkah
kepada istri, berupa natkah lahir dan nafkah batin.

2. Untuk meminimalisir terjadinya proses perceraian di
dalam rumah tangga, terutama pengajuan cerai gugat.

3. Untuk memberikan perlindungan bagi istri yang
mengajukan cerai gugat karena alasan ekonomi.

Maka untuk itu penulis akan melakukan penelitian
dalam bentuk skripsi dengan judul “Cerai Gugat Alasan
Ekonomi Sebagai Perlindungan Istri Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,
maka penulis mengemukakan rumusan sebagai berikut :

1. Apa sebab-sebab terjadinya cerai gugat karena alasan
ekonomi?

2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada
istri dalam cerai gugat karena alasan ekonomi perspektif
hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

27 7ainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. ke 2 (Jakarta:
Sinar Grafika, 2007), hlm 152.
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Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan
dari proposal penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya cerai gugat
karena alasan ekonomi.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan
kepada istri dalam cerai gugat karena alasan ekonomi
perspektif hukum Islam.

. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang
berkaitan dengan cerai gugat karena alasan ekonomi
sebagai perlindungan istri.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi
bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan hakim di pengadilan ketika ada proses
pengajuan cerai gugat..

. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sebuah kajian terhadap
penelitian-penelitian  terdahulu yang berkaitan dengan
penelitian dari seorang peneliti. Tinjauan ini dilakukan dengan
tujuan agar mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah
dilakukan atau belum. Di samping itu juga agar mengetahui
perbedaan penelitian dari yang sebelumnya. Penelitian kali ini
bukanlah yang pertama, pada penelitian sebelumnya juga ada
yang membahas tentang cerai gugat alasan ekonomi. Di bawah
ini beberapa tulisan yang relevan diantaranya:

1. Jurnal Penelitian Adelia Affa Salsabila, Alyta Marchella
Mabharani, Sri Handayani Ratih Tiara Mega Kusuma, dkk.
Dengan judul “Hukum Perceraian Karena Perekonomian
Menurut Kompilasi Syariat Islam”, jurnal pada Universitas
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Tidar Magelang pada tahun 2024. Adapun hasil penelitian
ini adalah Adapun faktor-faktor yang menyebabkan
perceraian di Kota Magelang ada 8 faktor yaitu ekonomi,
meninggalkan salah satu pihak, perselingkuhan dan
pertengkaran terus menerus, KDRT, judi, dihukum
penjara, poligami, dan murtad. Dari banyak faktor ternyata
dasar dari perceraian adalah salah satunya faktor ekonomi.
Pada tahun 2022 terjadi perceraian sebanyak 231 kasus
dengan 8 faktor penyebab perceraian, diantaranya dari
perceraian tersebut terdapat 73 kasus perceraian karena
faktor ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi menjadi hal
yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pasangan
suami istri.®Dalam tinjauan pustaka di atas terdapat
perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu
membahas cerai gugat yang diajukan istri karena alasan
ekonomi sebagai perlindungan istri.

2. Jurnal Penelitian Husnul Khotimah dan Ainul Churria
Almalachim dengan judul “Fenomena Khulu' Akibat
Kemampuan Ekonomi Rendah ( Studi Kasus di Pengadilan
Agama Lumanjang Kelas 1A)”, pada Jurnal Kajian
Perempuan dan Keislaman tahun 2020. Adapun hasil
penelitian ini adalah pentingnya pekerjaan suami dalam
menafkahi keluarga sangat ditekankan dan kemalasan atau
pengangguran di pihak suami sering disebut sebagai
penyebab utama perceraian. Pertimbangan hukum dalam

8 Adelia Affa Salsabila, dkk. “Hukum Perceraian Karena
Perekonomian Menurut Kompilasi Syariat Islam,” Jurnal Ekonomi Manajemen
Vol. 28, no. 5 (2022): 196.
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perkara perceraian seringkali berkisar pada faktor
ekonomi.?®

Dari tinjauan pustaka diatas itu membahas tentang faktor
ekonomi menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian.
Terutama pendapatan yang rendah dan pengangguran, dua
hal itu menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara
suami dan istri yang berakhir dengan perceraian. Adapun
perbedaan dari penelitian yang akan peneliti tulis yaitu
membahas tentang membahas cerai gugat yang diajukan
istri karena alasan ekonomi sebagai perlindungan istri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azmi Ali
mahasiswa UIN Walisongo Semarang jurusan Hukum
Keluarga Islam yang berupa skripsi dengan judul
“Ketimpangan Penghasilan Sebagai Pemicu Terjadiya
Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Terhadap
Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama
Kelas 1b Kabupaten Jepara”. Adapun hasil penelitiannya
dalam sudut pandang hukum Islam terhadpa faktor
ketimpangan pendapatan yang menjadikan istri untuk
mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kabupaten
Jepara merupakan bentuk pengelolaan atau generalisasi
dari masalah-masalah yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban. Hukum Islam membolehkan kepada para istri
untuk terjadinya perceraian melalui jalan khulu® atau
fasakh.*

29 Khotimah and Almalachim, 2020, Jurnal Kajian Perempuan dan
Keislaman “Fenomena Khulu’ Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah ( Studi Kasus
Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A).”

30 Muhammad Azmi Ali, “Ketimpangan Penghasilan Sebagai Pemicu
Terjadiya Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Terhadap Penyebab
Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kabupaten Jepara” (UIN
Walisongo Semarang, 2021).
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Dari tinjauan pustaka diatas terdapat perbedaan penelitian
yang akan penulis teliti yaitu cerai gugat yang diajukan
istri karena alasan ekonomi sebagai perlindungan istri

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ramadhani
mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan
Perbandingan Madzhab yang berupa skripsi pada tahun
2021 dengan judul “Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap
Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor
280/Pdt.G/2019/PA. Tba)”. Adapun hasil penelitiannya
Pengajuan cerai gugat dalam putusan perkara Nomor
280/Pdt.G/2019/PA. Tba, Majelis Hakim mengabulkan
gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan
alasan perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian
karena alasan ekonomi tidak bisa dijadikan alasan
perceraian karena tidak diatur di dalam Perundang-
Undangan dan Kompilasi Hukum Islam. 3
Dari tinjauan pustaka diatas terdapat perbedaan penelitian
yang akan penulis teliti yaitu cerai gugat yang diajukan
istri karena alasan ekonomi sebagai perlindungan istri.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maulizawati mahasiswi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam jurusan
Hukum Keluarga tahun 2018 dengan judul “Penetapan
Hak ‘Iwad Khulu® (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab
Maliki)”. Adapun hasil penelitian ini adalah menurut
Imam Malik, khulu* memiliki dua kemungkinan. Pertama,
khulu® bisa terjadi tanpa adanya iwad karena beliau
menyamakan khulu " dengan talak. Kedua, khulu" tidak sah

81 Fitria Ramadhani, “PENGARUH FAKTOR EKONOMI
TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT (Analisis Putusan Nomor
280/Pdt.G/2019/PA.Tba)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021).
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tanpa adanya iwad kecuali jika suami berniat menganggap
khulu® sebagai talak. Selain itu, suami tidak boleh
mengambil pembyaran khulu® yang lebih beasr dari apa
yang telah diberikan jika kesalahan berasal dari suami,
asalkan istri setuju dan tidak merasa terbebani.®?

Dari tinjauan pustaka diatas membahas tentang bagaimana
penetapan persyaratan hak iwad kAulu* menurut pendapat
mazhab Maliki dan bagaimana dalil serta metode istinbat
hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki dalam
penetapan keabsahan khulu'. Adapun perbedaan dari
penelitian yang akan peneliti tulis yaitu cerai gugat yang
diajukan istri karena alasan ekonomi sebagai perlindungan
istri.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah teknik yang digunakan
untuk mendapatkan sebuah data dari objek penelitian yang
bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian
kualitatif yang data-datanya bersifat deskriptif dimana
data-datanya akan berbentuk kata-kata bukan
berbentuk angka. Menurut Moleong penelitian
kualitatif adalah pendekatan penelitian yang
digunakan untuk memahami fenomena sosial atau
perilaku manusia secara mendalam, dengan berfokus
pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau
kelompok. Pendekatan ini menekankan pada

32 MAULIZAWATI, “Penetapan Hak ‘Iwadh Khulu’ (Analisa Terhadap
Pendapat Mazhab Maliki)” (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018)
Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam.
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pemahaman kontekstual, bukan pada pengukuran atau
angka statistik, seperti dalam penelitian kuantitatif.*®

Dalam pendapatnya, Zulki mengatakan bahwa
penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus
pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena
dengan cara menggali perspektif dan pengalaman
manusia melalui pengumpulan data berupa kata-kata
dan perilaku.®** Sukmadinata menambahkan bahwa
penelitian kulaitatif adalah suatu penelitian yang
metodenya dilakukan dengan cara mendeskripsikan
dan menganalisis fenomena, perilaku maupun
pemikiran individu atau kelompok yang datanya
dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam
ddan menganalisis dokumen-dokumen maupun
catatan-catatan yang ada.®

Penelitian ini menerapkan metode penelitian
kepustakaan (library research), yang berarti jenis
penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan
dan menganalisis data atau informasi yang bersumber
dari bahan-bahan pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah,
dokumen resmi, artikel, atau sumber-sumber lainnya
yang relevan. Penelitian ini tidak memerlukan
pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan
menggunakan data yang sudah ada. Dalam konteks ini,
kajian dilakukan terhadap teks-teks yang berhubungan
dengan hukum, baik itu hukum positif maupun hukum

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi revi
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

34 Zulki Zulkifli Noor, Metogologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif
(Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi), (Sleman: CV.
Budi Utama, 2015).

% Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Cetakan
Kedelapan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
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Islam yang terkait cerai gugat alasan ekonomi sebagai
perlindungan istri berupa Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, buku, jurnal, artikel, kamus dan referensi-
referensi lainnya yang pembahasannya sama dengan
objek penelitian. Sedangkan dalam teks-teks kajian
hukum Islam penulis merujuk kepada kitab-kitab,
fiqih, dan ushul figih.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif. Menurut Soejono
Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan
metode penelitian hukum yang berfokus pada studi
terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku,
seperti undang-undang, peraturan, doktrin, atau
putusan pengadilan, untuk memahami, menganalisis,
dan menginterpretasikan isi, makna, serta penerapan
aturan hukum tersebut dalam konteks tertentu.
Pendekatan ini memandang hukum sebagai norma
atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam
masyarakat, dan penelitian dilakukan berdasarkan
sumber-sumber hukum yang sudah ada, tanpa
melibatkan data empiris dari lapangan.®
2. Sumber Data
Sumber data dadalam penelitian ini dibagi

menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Rinciannya adalah

sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

% Soejono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat) (Jakarta: Rajawali Pres, 2001).
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Bahan hukum primer adalah sumber hukum
utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang
digunakan sebagai dasar dalam penelitian atau analisis
hukum. Bahan hukum ini terdiri dari aturan-aturan
hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang,
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau
putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang
penulis ambil dalam penelitian ini adalah bahan
hukum yang berkaitan dengan cerai gugat alasan
ekonomi sebagai perlindungan istri, yaitu Kompilasi
Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum
yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis
terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini tidak
memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi
berfungsi sebagai referensi atau panduan untuk
memahami dan menginterpretasikan bahan hukum
primer.. Bahan hukum sekunder pada penelitian kali
ini berupa kitab, artikel, buku, jurnal dan sumber-
sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan
masalah ini.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum
yang memberikan informasi tambahan yang lebih
umum dan tidak langsung terkait dengan norma
hukum, namun dapat membantu dalam memahami
konteks atau penerapan hukum. Bahan hukum tersier



22

berfungsi sebagai referensi atau alat bantu untuk

mempermudah pencarian dan pemahaman terhadap

bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus

hukum, website internet maupun melalui media

lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan
data terkait topik cerai gugat alasan ekonomi sebagai
perlindungan istri, menggunakan teknik studi pustaka.
Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui
penelaahan terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang
relevan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.®’
4. Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini akan
menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini
dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengkaji
bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya,
termasuk perundang-undangan, buku-buku, dan literatur
ilmiah lainnya. Hasil dari kajian pustaka tersebut
kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab
permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam
penelitian ini.
G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian kali ini akan tertuang
dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini
memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

87 Wahyudin Darmalaksana, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka
Dan Studi Lapangan (Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, 2020).
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penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi
penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

Bab kedua adalah gambaran umum. Pada bab ini
menguraikan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum
dan cerai gugat secara menyeluruh. Penjabaran kali ini akan
dibagi menjadi beberapa sub bab pembahasan yang
menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab ketiga adalah membahas mengenai konsep cerai
gugat alasan ekonomi, kemudian dalam penjelasannya akan
dibagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab keempat adalah analisa. Pada bab ini berisikan
pembahasan mengenai, analisis sebab-sebab cerai gugat alasan
ekonomi dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada istri
dalam cerai gugat alasan ekonomi. Kemudian analisis hukum
Islam terhadap bentuk perlindungan yang diberikan kepada
istri dalam cerai gugat alasan ekonomi.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisikan
tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari pemahaman,
penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah dari apa
yang telah dibahas dalam penelitian ini, kemudian saran dan
penutup.



BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM DAN CERAI GUGAT
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

dalam Perkawinan

1. Definisi Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat
berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan.
Dengan demikian, hukum harus mampu untuk
menyatukan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga
benturan kepentingan dapat diminimalkan. Melalui peran
ini, hukum berusaha menciptakan harmoni dan ketertiban
dalam interaksi sosial, memastikan bahwa setiap individu
dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling
menghormati hak-hak satu sama lain.

Pengertian terminologi hukum menurut KBBI
adalah peraturan atau adat yang diakui secara resmi
sebagai mengikat, disahkan oleh penguasa atau
pemerintah, termasuk undang-undang, peraturan dan lain
sebagainya. Berguna untuk mengatur interaksi sosial
dalam masyarakat, standar atau norma mengenai
fenomena alam tertentu, keputusan atau pertimbangan
yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan ataupun vonis.*®
Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa hukum adalah
sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku

38 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Edisi 111, Cetakan II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

24



25

manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan yang
berwenang, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi bagi
pelanggar. Secara sederhaba hukum adalah alat untuk
mengatur kehidupan sosial yang mencakup aturan-aturan
yang harus diikuti, serta sanksi bagi pelanggar, guna
menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam KBBI Perlindungan berasal dari kata
lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah
mempertahankan, dan membentengi..** Secara umum,
perlindungan diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk
melindungi, menjaga, atau membela sesuatu agar tidak
mengalami kerusakan, bahaya, atau penderitaan.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum
pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan
kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.*
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti
upaya atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau
sistem hukum untuk memberikan jaminan dan pembelaan
terhadap hak-hak individu atau kelompok agar tidak
dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan
hukum bertujuan untuk memastikan agar setiap orang
mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan hukum
yang berlaku dan untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan atau pelanggaran hak.*!

39 Departemen Pendidikan Nasional.

40 Dian Dwi Jayanti, “Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan
Hukum,” Hukum Online.com, 2023,
https://www.huku